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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 503/23590-Set disdik
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21
KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah, perlu
didirikan SMA Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerinrah Daerah
Provinsi Jawa Barat:

b. Bahwa pendirian atay pembukaan satuan pendidikan bary SMA
Negeri merupakan urusan konkuren Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas
untuk penyelenggaraan manajerial dan operasional SMA Negeri 21
Kota Bekasi, dengan Keputusan  Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4
Juli 1950); jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Rayaa (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1950 Nomor 31 » Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 400);

r 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undangnthﬂang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



58, Tambahan Le
4. Updang*Undang rr::; aran Negara Republik Indonesia Nomor 44986),

?:::ggﬁ' Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
diubah ; 'L Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah
13 Tahe erapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
eoilll un 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Ao fntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
endidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
gg%?f 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SDMI), Sekolah  Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun
tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah:
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008
tentang Standar Kualifkasi dan Kompetensi Guru Pendidikan
Khusus;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun

2014 tentang Pedoman, Pendirian , Perubahan , dan Pentupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
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19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun
2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun
2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah;

24, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun
2016 tentang Komite Sekolah ;

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E;

27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun
2017 Nomor § , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

28.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga
Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Pendirian SMA Negeri 21 Kota Bekasi

Pendirian SMA Negeri 21 Kota Bekasi sebagaimana diktum PERTAMA
Keputusan ini , menyelenggaraka kegiatan pembelajaran bagi peserta
didik pada jenjang Pendidikan Menengah ;

Biaya penyelenggaraan manajerial dan operasional SMA Negeri 21
Kota Bekasi bersumber dari APBN , APBD Provinsi Jawa Barat,
dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;






